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P U T U S A N 

Nomor 0210/Pdt.G/2020/PA.Msj 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan 

perkara Cerai Talak antara: 

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan 

Jurnalis, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, sebagai 

Pemohon; 

melawan 

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru 

Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, sebagai 

Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;  

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya 

tertanggal 07 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Mesuji dalam register Nomor 0210/Pdt.G/2020/PA.Msj, tanggal 07 

Agustus 2020 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut: 

1. Bahwa, pada tanggal 29 Mei  1993 Pemohon dan Termohon telah 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, dengan 

Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/31/IX/93, tertanggal 06 Oktober 1993; 

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat 

tinggal semula dirumah Kediaman Bersama  di Desa Bumi Dipasena Abadi 

Blok 14, Jalur 30 Nomor 06 Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang 

Bawang selama 20 tahun, dan Terakhir Pemohon dan Termohon Berpindah 

berpindah tempat tinggal di Rumah Orang Tua Pemohon RT. 004 RW. 001 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten 

Mesuji. setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai 

sekarang; 

3. Bahwa, selama terikat pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah 

hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 3 

(Tiga) orang anak yang di beri nama: 

3.1. ANAK I; 

3.2. ANAK II; 

3.3. ANAK III 

4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun 

dan harmonis selama 17 Tahun namun setelah itu sudah tidak rukun dan 

tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 

antara lain disebabkan: 

4.1. Termohon tidak dapat melayani nafkah batin secara layak kepada 

Pemohon karena Termohon hanya memikirkan diri sendiri tanpa 

memperhatikan Pemohon dan Rumah Tangga Bersama; 

4.2. Termohon sering cemburu buta yakni ia menuduh Pemohon menikah 

dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang sah; 

5. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei 2019, 

disebabkan bermula Termohon menanyakan tentang Pemohon akan 

kebenaran Pemohon yang sudah menikah lagi lalu Pemohon mengatakan 

belum pernah dan itu hanya gosip dari orang lain namun Pemohon tidak 

percaya sehingga terjadilah pertengkaran. Yang akhir nya Pemohon dan 

Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon  pergi meninggalkan 

Pemohon dan pulang ke rumah orang Tua Termohon di Jln. Pancasona 

Lingkungan II RT. 001 Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit 

Kemuning Kabupaten Lampung Utara sedangkan Pemohon tinggal di 

rumah orang tua nya di RT. 004 RW. 001 Desa Simpang Pematang 

Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji sampai dengan 

sekarang berjalan selama 1 Tahun 2 Bulan dan selama itu juga antara 

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun 

batin; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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6. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasai masalah tersebut dengan 

jalan musyawarah namun tidak berhasil; 

7. Bahwa, Pemohon merasa tidak mampu mempertahankan perkawinan 

dengan Termohon karerna telah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan 

yang sakinah, mawadah, dan rahmah, oleh karenanya Pemohon bermaksut 

menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji; 

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum 

yang berlaku; 

Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada 

Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji c.q Majelis Hakim yang memeriksa 

perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut: 

PRIMER :  

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON)  untuk menjatuhkan 

talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang 

Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan mempunyai kekuatan hukum 

tetap;  

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;   

 SUBSIDER :  

    Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya;  

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang 

menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak 

pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang 

menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 

oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mesuji sesuai dengan relaas 

panggilan Nomor 0210/Pdt.G/2020/PA.Msj, tanggal 12 Agustus 2020 dan 

tanggal 24 Agustus 2020, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan 

oleh suatu alasan yang sah; 

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak 

bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil 

permohonannya untuk bercerai dengan Termohon; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah 

datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan 

patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat 

permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh 

Pemohon; 

 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah 

mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut: 

A. Bukti Surat: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK. 1811051807730001 

tanggal 28 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan 

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian 

diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, Nomor 161/31/IX/93 Tanggal 06 Oktober 

1993. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan 

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode 

bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim; 

B. Bukti Saksi: 

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan 

Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, dibawah sumpahnya 

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi 

adalah Saudara Sepupu Pemohon; 

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal 

semula dirumah Kediaman Bersama di Desa Bumi Dipasena Abadi 

Blok14, Jalur 30 Nomor 06 Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten 

Tulang Bawang, dan Terakhir Pemohon dan Termohon Berpindah 

berpindah tempat tinggal di Rumah Orang Tua Pemohon di Desa 

Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji 

hingga Pemohon dan Termohon berpisah; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3 ( Tiga) orang anak 

yang bernama ANAK I, umur 28 tahun dan sudah menikah, Anak II, 

umur 22 tahun dan sudah bekerja, serta ANAK III, umur 11 tahun dan 

masih bersekolah kelas 6 SD dan saat ini anak kedua dan ketiga 

Pemohon dan Termohon turut bersama Termohon; 

- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada 

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga 

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang terus menerus; 

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi 

sejak tahun 2018; 

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan 

Termohon karena Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon 

dengan menuduh Pemohon menikah dengan perempuan lain tanpa 

bukti, Termohon tidak dapat melayani nafkah batin secara layak 

kepada Pemohon, serta Pemohon dan Termohon sudah berpisah 

ranjang sejak lama; 

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon 

bertengkar cekcok mulut, dan saksi juga sering melihat antara 

Pemohon dan Termohon saling diam-diaman dan tidak bertegur sapa 

layaknya suami isteri yang mencerminkan rumah tangga sedang tidak 

harmonis; 

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 5 

Bulan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke 

rumah orang Tua Termohon di Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan 

Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara sedangkan Pemohon 

tinggal di rumah orang tua nya di Desa Simpang Pematang Kecamatan 

Simpang Pematang Kabupaten Mesuji; 

- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan 

Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada 

pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan 

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, dibawah sumpahnya, 

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi 

adalah Teman kerja Pemohon sejak tahun 2013; 

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di 

Rumah Orang Tua Pemohon di Desa Simpang Pematang Kecamatan 

Simpang Pematang Kabupaten Mesuji hingga Pemohon dan Termohon 

berpisah; 

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3 (Tiga) orang anak, 

anak pertama dan kedua sudah dewasa dan bekerja, sedangkan anak 

ketiga berusia 11 tahun dan masih bersekolah, saat ini turut bersama 

Termohon; 

- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada 

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga 

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang terus menerus; 

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi 

sejak tahun 2015; 

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan 

Termohon karena Termohon tidak mau melayani nafkah batin secara 

layak kepada Pemohon dan telah berpisah ranjang, serta Termohon 

sering cemburu yang berlebihan kepada Pemohon; 

- Bahwa, saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar 

cekcok mulut, dan saksi juga sering melihat antara Pemohon dan 

Termohon saling diam-diaman dan tidak bertegur sapa layaknya suami 

isteri yang mencerminkan rumah tangga sedang tidak harmonis; 

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 

tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan 

pulang ke rumah orang Tua Termohon di Kelurahan Bukit Kemuning 

Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara sedangkan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Simpang Pematang 

Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji; 

- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar bisa bersabar 

dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tanggannamun tidak 

berhasil; 

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak 

akan mengajukan pertanyaan apapun dan menerima serta membenarkan, 

sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya; 

Bahwa Pemohon menyatakan bekerja sebagai Jurnalis dengan 

penghasilan berkisar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)- 

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Pemohon menyatakan sanggup 

memberi nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), mut’ah 

sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan nafkah anak yang 

bernama ANAK III umur 11 (sebelas) tahun setiap bulan sejumlah Rp 

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga dewasa dan mandiri; 

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana 

tertuang dalam berita acara sidang; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal 

yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari putusan ini;  

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar 

mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah 

tangga dengan Pemohon namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Hakim telah berusaha 

menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon, upaya 

Hakim tersebut tidak berhasil, namun dengan demikian Hakim telah 

melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg juncto Pasal 

65, Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 junctis Pasal 39 ayat (1) 
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara semua 

sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan 

penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator yang dihadiri oleh 

kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 1 Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan; 

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Pemohon hadir di 

persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain 

menghadap sebagai wakil/kuasanya, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan 

sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 

2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama 

Islam, diantaranya bidang perkawinan; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai angka 

8, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;  

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang 

telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan 

akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, 

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 

RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata; 

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah 

bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta 

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon 

dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan 
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materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, 

sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon telah 

memenuhi asas personalitas Keislaman mengajukan permohonan mengenai 

sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara a quo yang 

diajukan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama; 

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, 

terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan 

hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai legitima 

persona standi in judicio dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a 

quo; 

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon adalah isteri 

Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di 

Kantor Urusan Agama serta Pemohon mempunyai kehendak untuk bercerai 

dari Termohon, sehingga Pemohon merasa mempunyai kepentingan hukum 

dalam perkara a quo; 

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut bersifat sempurna 

dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan 

terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam 

perkawinan yang sah, karena itu pula Pemohon harus pula dinyatakan terbukti 

mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena adanya perkawinan 

yang sah, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang 

berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara 

(legitima persona standi in judicio) dalam perkara a quo; 

Menimbang, bahwa dari rangkaian posita permohonan Pemohon, Hakim 

berpendapat permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf 

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan yang terus menerus yang 

sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut secara formal permohonan 

Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;  
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Menimbang, bahwa dari penyebab adanya perselisihan dan 

pertengkaran Pemohon dan Termohon, mengakibatkan antara Pemohon 

dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, 

maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan 

pertengkaran seperti apa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon 

sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali; 

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Termohon tidak pernah hadir 

di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan 

ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu 

halangan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan 

verstek sebagaimana dimaksud Pasal 149 ayat (1) RBg.; 

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat dikabulkan 

dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan 

perceraian (personal recht) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami 

istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Pemohon 

tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Termohonnya, 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 juncto Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

junctis Pasal 283 RBg.; 

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon 

adalah didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus 

menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam junctis Pasal 76 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 

2009, Hakim perlu mendengar kesaksian keluarga atau orang-orang yang dekat 

dengan pihak-pihak yang berperkara (suami-istri); 

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Hakim telah 

mendengar 2 (dua) orang saksi orang dekat Pemohon, masing-masing 

bernama SAKSI I dan SAKSI II; 
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Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di 

persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga 

kedekatan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga 

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR juncto Pasal 

76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 junctis Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon sudah 

dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah 

disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana 

diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg.; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon 

mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon 

kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan Termohon sudah tidak memperdulikan 

Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan 

relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu 

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah 

diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki 

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon 

bersesuaian mengenai ketidakperdulian Pemohon serta tidak adanya 

komunikasi kurang lebih selama 1 (satu) tahun, semua keterangan yang 

disampaikan saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu 

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 

Pemohon telah terbukti fakta persidangan sebagai berikut: 

a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah 

pada tanggal 29 Mei 1993 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 

(tiga) orang anak, masing-masing bernama ANAK I umur 28 (dua puluh 

delapan) Tahun dan sudah menikah, ANAK II umur 22 (dua puluh dua) 

tahun dan ANAK III umur 11 (sebelas) tahun; 

b. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun 

dan harmonis; 
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c. Bahwa selanjutnya sejak tahun 2018 mulai ada perselisihan; 

d. Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sering cemburu buta 

kepada Pemohon dengan menuduh Pemohon menikah dengan perempuan 

lain tanpa bukti, Termohon tidak dapat melayani nafkah batin secara layak 

kepada Pemohon, serta Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang 

sejak lama; 

e. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon 

yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah 

kurang lebih selama 1 (satu) tahun; 

f. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan, namun tidak 

berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim telah 

menemukan fakta hukum dalam persidangan, sebagai berikut: 

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan dari 

pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing 

bernama ANAK I umur 28 (dua puluh delapan) Tahun dan sudah menikah, 

ANAK II umur 22 (dua puluh dua) tahun dan ANAK III umur 11 (sebelas) 

tahun; 

- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon 

rukun dan harmonis, selanjutnya Pemohon dan Termohon sering terjadi 

perselisihan; 

- Bahwa penyebab masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon 

adalah perbedaan pendapat yang berkepanjangan dalam memahami 

pernikahan dan hakikat kebersamaan, juga penyebab lain adalah rasa 

tanggungjawab serta adanya perilaku yang tidak memberikan kenyamaan 

terhadap pasangan dalam menghadapi persoalan internal rumah tangga 

yang disebabkan karena Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon 

dengan menuduh Pemohon menikah dengan perempuan lain tanpa bukti, 

Termohon tidak dapat melayani nafkah batin secara layak kepada 

Pemohon, serta Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang sejak 

lama; 
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- Bahwa puncak permasalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon 

yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah 

rumah, yang selanjutnya Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling 

memperdulikan dan saling tidak menghiraukan satu sama lain kurang lebih 

selama 1 (satu) tahun, bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak 

menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri; 

- Bahwa pihak keluarga Pemohon menyerahkan keputusannya kepada 

Pemohon; 

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu 

dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak 

pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini: 

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan 

kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi 

sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam 

keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, 

aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang 

tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap 

orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga; 

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa 

salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria 

sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur 

ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut 

sudah rapuh dan tidak utuh lagi; 

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak 

mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah berkehendak 

kuat untuk tidak melanjutkan rumah tangga, maka di sini sudah ada bukti 
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petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan 

batin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah 

rapuh, sehingga ruh perkawinan diantara Pemohon dan Termohon sudah 

hilang; 

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan 

Termohon serta pisah tempat tinggal diantara keduanya menunjukkan ikatan 

batin antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi;  

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah 

kehilangan ikatan batin adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan 

berakibat buruk bagi kedua belah pihak karena mungkin saja salah satu pihak 

akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang 

telah tidak harmonis lagi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim 

berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar 

sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam 

suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon 

dan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian 

berujung dengan pisah kurang lebih selama 1 (satu) tahun yang lalu hingga 

sekarang dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan 

maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak 

dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah 

tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (sakinah mawaddah wa 

rahmah) sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 juncto Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta al-Quran 

surat ar-Ruum ayat 21, sebagai berikut: 

 
 
نُوْ  تِه   ي  وَمِنْ ا

ُ
تَسْك

ِّ
زْوَاجًا لِ

َ
مْ ا

ُ
نْفُسِك

َ
نْ ا مْ مِِّ

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
نْ خَل

َ
يْ ا

َ
رَحْمَةًۗ ا اِل ةً وَّ وَدَّ مْ مَّ

ُ
 بَيْنَك

َ
 اِنَّ فِيْ ذ  هَا وَجَعَل

 
ا
َ
تٍ ي  لِكَ ل

رُوْنَ 
َّ
تَفَك قَوْمٍ يَّ

ِّ
 لِ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu ister-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu cinta dan 

kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir; 
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Menimbang, bahwa meskipun perkawinan bertujuan diantarannya 

menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga 

perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan 

dan pertengkaran secara terus-menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan 

perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan 

rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru 

akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi 

kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari 

sedapat mungkin, karena itu hakim sependapat dengan kaidah fiqh: 

 الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”  

 درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari 

kemaslahatan”; 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum 

Islam yang terkandung dalam: 

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 : 

 وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka 

sesunguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"; 

2. Kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuh, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah 

al-Zuhailly, yang berbunyi: 

 جحيما و بلاء الزوجية حتى لاتـصـبح الحـياة للنزا عللـشقاق منعـا أو للضرر منعـا  التفريق

Maksudnya: "perceraian karena adanya perselisihan tajam atau 

adanya kemudaratan, sebagai pencegahan atas terjadinya 

persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut, kehidupan 

perkawinan tidak akan menjadi neraka dan bencana"; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan 

dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim 

telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga 

Pemohon dan Termohon sudah retak, sehingga antara Pemohon dan 

Termohon sudah tidak lagi mampu memikul kewajiban sebagai suami isteri; 

Menimbang, bahwa terbuktinya pisah rumahnya Pemohon dan 

Termohon kurang lebih selama 1 (satu) tahun, sehingga menimbulkan dampak 

buruk dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga 

yang dibangun harus atas dasar saling mempercayai, saling hormati 

menghormati dan setia akan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah 

wa rahmah (vide Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan); 

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 

tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai 

cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 

1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta 

hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat 

dipertimbangkan sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, 

maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian dan tidak 

pernah terjadi perceraian sebelumnya sebagaimana ketentuan Pasal 118 

Kompilasi Hukum Islam, sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon 

agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon cukup 

beralasan menurut hukum, dan telah terbukti; 

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum 1 Pemohon, maka 

permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, perlu 

ditetapkan dengan memberikan izin kepada Pemohon, sebagaimana diuraikan 

pada amar putusan; 

Menimbang, Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut hak-

haknya sebagai akibat perceraian karena tidak hadir di persidangan, namun 
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Hakim karena jabatannya (ex officio) berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b 

dan c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan 

mempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah, 

mut’ah, dan nafkah anak kepada Termohon; 

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 39 ayat (1) huruf b 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Termohon sebagai isteri 

yang diceraikan haruslah menjalani masa tunggu selama sekurang-kurangnya 

90 hari, masa tunggu mana dalam Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam 

disebut masa iddah; 

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perkawinan 

Pemohon dan Termohon putus karena cerai talak, maka salah satu akibatnya 

menurut ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 

1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas suami wajib 

memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, 

kecuali isteri tersebut telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan 

tidak hamil, dan hal ini sesuai dengan dalil syar’i dalam Kitab Syarqawi Alat 

Tahrir Juz IV halaman 349 yang kemudian dijadikan pendapat Hakim, yaitu: 

 ونـفقة المعتدة ان كانت رجعية ببنأحبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : “Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang 

menjalani iddah talak raj’i karena bekas isteri tersebut masih dalam tanggungan 

dan kekuasaan bekas suami; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas adalah tidak 

terbukti Termohon melakukan perbuatan nusyuz kepada Pemohon sehingga 

Termohon berhak memperoleh nafkah iddah; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Instruksi Presiden 

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan 

putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak 

kepada bekas isterinya dan pembebanan mut’ah adalah relevan dengan firman 

Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi : 
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  وللـمطلـقات متاع بالمعروف حـقا على المتقـين
Artinya, “Dan terhadap wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah 

mereka diberikan mut’ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma’ruf, 

sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 105 huruf c 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam 

hal terjadi perceraian maka ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya 

pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak, dan hal demikian 

sesuai dengan dalil syar’i dalam Kitab Al-Muhadzab Juz 2 halaman 177 yang 

kemudian dijadikan pendapat Hakim sebagai berikut: 

 وتجب على الاب نفقة الولد
Artinya: “Seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dengan 

melihat pekerjaan Pemohon, Pemohon masih dalam usia produktif, anak 

Pemohon dan Termohon bernama ANAK III belum dewasa dan dalam asuhan 

Termohon, juga melihat standar kebutuhan hidup minimum serta kesanggupan 

dan kepatutan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus dihukum 

untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah selama 3 bulan 

berupa uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), mut’ah berupa 

uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak 

yang belum dewasa yang bernama ANAK III setiap bulan sejumlah Rp 

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa, berumur 21 

tahun atau telah menikah; 

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban Pemohon untuk memberi 

nafkah anak berlangsung dalam kurun waktu yang lama, hingga anak tersebut 

dewasa, maka untuk antisipasi inflasi yang terjadi setiap tahun, perlu ditetapkan 

tambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun terhadap besaran 

nafkah anak tersebut; 
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Menimbang, bahwa demi menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-

hak Termohon, maka pembayaran nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak 

bulan pertama dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak Pemohon 

terhadap Termohon, hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno 

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas 

Bagi Peradilan 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan 

dimana dalam hal terjadi perceraian tidak ada pihak yang menang dan kalah 

dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah 

dengan Undang-undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada 

Pemohon; 

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang 

berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI 

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap sidang tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek; 

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu 

raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan 

Agama  Mesuji; 

4. Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk memberi kepada Termohon 

(TERMOHON) berupa: 

4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); 

4.2. Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 

4.3. Nafkah anak bernama ANAK III sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus 

ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan kenaikan 10% (sepuluh 

persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan mandiri; 

4.4. Memerintahkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menyerahkan 

nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak untuk bulan pertama 
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sebagaimana tercantum dalam diktum angka 4.1, 4.2, dan 4.3 

kepada Termohon (TERMOHON) sebelum Pemohon mengucapkan 

ikrar talak kepada Termohon; 

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah); 

 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama 

Mesuji, pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 Masehi, bertepatan dengan 

tanggal 14 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Badri Yunardi, S.Sy., sebagai Hakim 

Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 

hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Imanuddin 

Tenda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa 

hadirnya Termohon; 

 

Hakim Tunggal, 

 

 

Badri Yunardi, S.Sy. 

 

Panitera Pengganti 

 

 

 

Imanuddin Tenda, S.H. 

   

Perincian Biaya : 

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00 

Biaya Proses : Rp 50.000,00 

Biaya Pemanggilan 

Biaya PNBP Panggilan 

: 

: 

Rp 

Rp 

300.000,00 

20.000,00 

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00 

Biaya Materai : Rp 6.000,00 
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Jumlah : Rp 416.000,00 

(empat ratus enam belas ribu rupiah) 
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